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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

 

Surat An-Nisa (4:9) : 

“Dan hendaklah mereka (yang meninggalkan anak-anak perempuan atau anak-

anak laki-laki yang masih kecil) takut, sekiranya mereka meninggal, dan 

meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap keadaan 

mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

berkata dengan perkataan yang benar.” 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

1. Teruntuk kedua orang tua terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan 

kedua orang tua penulis  

2. Untuk saudara penulis sekaligus orang yang selalu mendukung penulis 

3. Untuk sahabat penulis yang menemani menyelesaikan skripsi ini 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI KOTA 

PALEMBANG 

REIHAN ALGHIFARI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan hukum kepada 

anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Palembang, 

khususnya dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang. Tawuran pelajar 

merupakan fenomena sosial yang melibatkan kekerasan antar kelompok pelajar, 

yang sering kali berujung pada proses hukum bagi anak-anak yang terlibat. Dalam 

konteks ini, bantuan hukum menjadi penting untuk melindungi hak-hak anak dan 

memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. 

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode empiris dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. 

Penelitian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penasihat hukum, petugas 

kepolisian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta petugas dari Balai 

Pemasyarakatan (Bapas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

mekanisme bantuan hukum yang telah ditetapkan, masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, 

keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam koordinasi antar lembaga. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

kebijakan perlindungan anak dan meningkatkan efektivitas bantuan hukum bagi 

anak yang berkonflik dengan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk 

perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. 

Kata Kunci: Implementasi, bantuan hukum, kendala yang dihadapi anak, tindak 

pidana, tawuran pelajar, Polrestabes Palembang, perlindungan anak, sistem 

peradilan pidana anak. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF LEGAL AID TO CHILDREN WHO COMMIT 

CRIMINAL ACTS OF STUDENT BRAWLS IN PALEMBANG CITY  

REIHAN ALGHIFARI 

This research aims to analyze the implementation of legal aid to children who 

commit criminal acts of student brawls in Palembang City, especially in the 

Palembang Police jurisdiction. Student brawls are a social phenomenon involving 

violence between groups of students, which often leads to legal proceedings for 

the children involved. In this context, legal aid becomes important to protect 

children's rights and ensure that the legal process runs in accordance with the 

principles of justice. 

This research method used is an empirical method with data collection techniques 

through in-depth interviews and documentation studies. The research involved 

various parties, including legal counsel, police officers in the Women and 

Children Services Unit (PPA), and officers from the Correctional Center (Bapas). 

The results showed that although there is an established legal aid mechanism, 

there are still obstacles in its implementation, such as a lack of public 

understanding of children's rights, limited resources, and challenges in inter-

agency coordination. 

This research is expected to contribute to the development of child protection 

policies and improve the effectiveness of legal aid for children in conflict with the 

law, as well as provide recommendations for the improvement of the juvenile 

criminal justice system in Indonesia. 

Keywords: Implementation, legal aid, obstacles faced by children, criminal acts, 

student brawls, Palembang Police, child protection, child criminal justice system.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Setiap anak 

tidak hanya berhak mendapatkan pendidikan formal seperti di sekolah, tetapi juga 

pendidikan moral agar dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi 

bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak 

(Convention on the Rights of the Child), yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Tentang, prinsip-

prinsip perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Anak.  

Menurut Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan diratifikasi oleh 

Indonesia pada tahun 1990, Pasal 1 Bagian 1 mendefinisikan “anak sebagai setiap 

individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika Undang-undang yang 

berlaku menyatakan usia dewasa dicapai lebih awal”.  

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 1 ayat (1), anak diartikan sebagai “individu yang belum berusia 18 

tahun termasuk mereka yang masih dalam kandungan”. Sementara itu, menurut 

WHO rentang usia anak ditetapkan antara 0 hingga 19 tahun.
1
 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam pasal 2 yang menyatakan 

“Menekankan prinsip non-diskriminasi, yang berarti semua anak berhak atas hak-

hak yang tercantum dalam konvensi tanpa kecuali.” 

                                                           
1
 Martini idris, 2023 „Perlindungan Pidana Anak di Era Digitalisasi‟, (Eureka Media 

Aksara), Anggota Ikapi Jawa Tengah NO. 225/JTE/2021, hlm 1 
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Hak anak merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia 

yang diakui dan dijamin dalam berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak.  

Dalam konteks hukum di Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi 

yang jelas mengenai anak yang terlibat dalam proses hukum dan menurut pasal 

tersebut, “istilah "anak" merujuk pada individu yang berkonflik dengan hukum, 

khususnya dalam kasus anak nakal yang diartikan sebagai seseorang yang telah 

mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan yang diduga 

telah melakukan suatu tindak pidana”, Definisi ini menunjukkan perhatian yang 

mendalam terhadap perlindungan anak dengan mempertimbangkan kebutuhan 

untuk memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan preventif dalam 

menangani anak yang terlibat dalam masalah hukum. 

Anak-anak mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka hak asasi 

manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945), khususnya dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyatakan bahwa 

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  Lebih lanjut, “setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) 

UUD 1945.  Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak harus dipandang sebagai 

pemenuhan hak-hak semua orang.
2
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. 

“Undang-undang ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak anak 

dari kekerasan dan diskriminasi”, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya undang-

undang ini, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat lebih efektif dan 

responsif terhadap tantangan yang dihadapi di era globalisasi. 

Hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa. Konsep ini sering dirumuskan sebagai hak kodratiah, yang 

berarti bahwa hak-hak tersebut adalah sesuatu yang melekat dan menjadi bagian 

                                                           
2
 Makharus munajat, 2022”Hukum Pidana Anak di Indonesia”, (Jakarta timur, Sinar 

Grafika), hlm 1,2 
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dari diri setiap individu. Hak ini berfungsi sebagai karunia yang diberikan Tuhan 

kepada umat manusia dengan tujuan untuk mendukung dan mempertahankan 

kehidupan mereka. Dalam konteks ini hak tersebut sangat penting untuk 

memastikan bahwa setiap orang dapat menjalani hidupnya dengan layak dan 

berdaya di muka bumi. Dengan demikian, hak-hak manusia tidak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk menjaga eksistensi, tetapi juga sebagai dasar bagi kesejahteraan 

dan martabat setiap individu di dalam masyarakat. 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia mendefinisikan “hak asasi manusia sebagai sekumpulan hak yang secara 

intrinsik melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang 

harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, 

pemerintah, serta oleh setiap individu. Tanggung jawab ini sangat penting untuk 

menjaga kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat setiap orang. Dengan 

demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan hanya 

merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral yang 

harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat”. 

 

Menurut etimologinya, “hak” merujuk pada komponen normatif yang 

menjamin kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan martabat mereka, 

menjaga kebebasan dan kekebalan, dan bertindak sebagai standar perilaku.  

“Hak”, di sisi lain, merujuk pada sesuatu yang paling mendasar atau mendasar.  

Hak asasi manusia berasal dari beberapa bahasa, termasuk “human rights” (bahasa 

Inggris), “fitrah” (bahasa Arab), “droits de l'homme” (bahasa Perancis), dan 

“menselijkerechten” (bahasa Belanda).  Frasa “hak manusia,” yang menggantikan 

“hak-hak alamiah,” adalah asal muasal nama “hak asasi manusia”.  Eleanor 
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Roosevelt kemudian menciptakan frasa ini, yang sekarang memiliki definisi yang 

lebih luas dan netral.
3
 

Negara kita, yang kaya akan keragaman adat, budaya, dan agama, 

memiliki keunikan dibandingkan dengan negara lain. Keragaman ini memberikan 

kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai warga negara, namun juga membawa 

potensi konflik horizontal. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap 

ancaman yang mungkin muncul dari dalam masyarakat. Pendidikan moral sangat 

penting sebagai dasar bagi pembangunan bangsa, karena tanpa pendidikan moral, 

provokasi dapat dengan mudah memicu konflik antaragama, suku, atau kelompok. 

Dalam dua dekade terakhir, kerawanan sosial seperti tawuran antar pelajar 

semakin sering terjadi, tidak hanya di kota besar tetapi juga di kota kecil. Untuk 

menyatukan persepsi, penting untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di 

antara bangsa, pelajar, dan kelompok. Hal ini penting agar tidak muncul kubu-

kubu yang memperkuat perpecahan di kalangan pelajar. Menurut Simmel, 

semakin erat hubungan dalam kelompok, semakin besar juga potensi untuk 

terjadinya permusuhan. Ini terlihat di lapangan, salah satu bentuk kenakalan 

remaja yang kerap terjadi yakni tawuran. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

pelajar saat ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, dan 

perkelahian antar kelompok pelajar sering kali menjadi contoh nyata dari 

kekerasan tersebut dalam masyarakat.
4
 

Istilah “kenakalan remaja” sering digunakan untuk menggambarkan 

anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Bagi Kartini Kartono, kenakalan 

remaja diartikan sebagai perilaku jahat yang bersifat amoral atau kenakalan 

remaja, serta merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan 

remaja apabila perilaku menyimpang tersebut dibiarkan.
5
 

Tawuran pelajar adalah salah satu bentuk perilaku anak yang dapat 

dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau juvenile delinquency, seperti yang 

dijelaskan oleh Alder. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 

"tawuran" berasal dari kata "tawur" yang berarti perkelahian beramai-ramai atau 

perkelahian massal yang terjadi secara tiba-tiba antara dua pihak yang berselisih. 

                                                           
3
 Nurul qomar, 2019”Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi”, 

(Jakarta, Sinar Grafika), hlm 16-17 
4
 Mulyadi, 2019 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak 

Pidana Penganiyaan Dalam Persfektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk),” Esensi Hukum 

1, no. 1: 81–95, https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.13. 
5
 Hasanal Mulkan, 2022 “Hukum Tindak Pidana Khusus”, (Jakarta, Kencana) hlm 126 
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Saat ini, tawuran antar pelajar bukan lagi dianggap sepele, karena dampak 

negatifnya tidak hanya dirasakan oleh pelajar yang terlibat, tetapi juga oleh 

masyarakat sekitar, yang terpengaruh dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.
6
 

Perkelahian massal, seperti tawuran, merupakan bentuk penyimpangan 

sosial yang ada dalam masyarakat, di samping masalah lain seperti minuman 

keras, perjudian, dan penyalahgunaan narkotika. Norma-norma dalam budaya 

suatu masyarakat berfungsi sebagai batasan perilaku menyimpang. Di Kabupaten 

dan Kota, Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, pengaruh kelompok 

memiliki dampak yang kuat terhadap agresivitas pelajar. Identitas kelompok yang 

kuat sering kali menciptakan sikap negatif dan eksklusi terhadap kelompok lain. 

Tumbuhnya perilaku agresif di kalangan remaja dan pelajar di kota-kota besar 

maupun daerah adalah topik yang menarik untuk dibahas. Perkelahian antar 

pelajar, yang umumnya masih tergolong anak-anak atau remaja, sangat merugikan 

masyarakat dan memerlukan upaya serius untuk mencari solusi atau setidaknya 

mengurangi masalah ini. Menariknya, para pelajar SLTA Sederajat di Kota 

Palembang sering terlibat dalam tawuran dan bahkan merasa bangga dengan 

perilaku tersebut.  

Tawuran antar sekolah sering kali berawal dari masalah yang kecil 

namun di besar-besarkan. Menangani situasi ini menjadi tantangan bagi remaja 

yang masih cenderung impulsif. Salah satu contoh perselisihan dapat terjadi 

karena saling menyinggung di sosial media yang bisa menjadi pemicu masalah. 

Siswa-siswa ini sangat sensitif terhadap perlakuan yang dianggap tidak baik oleh 

teman-teman mereka, yang dapat menstigma nama baik sekolah. Namun, jika 

                                                           
6
 Fachmi Hamdani, dkk, 2024 „Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar‟, Jurnal 

Sosial Dan Humaniora, 8.2, pp. 235–45. 
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ditelusuri lebih dalam, salah satu penyebab utama adalah masalah yang dirasakan 

oleh masyarakat, yang dapat berujung pada keterpurukan individu. Hal ini terlihat 

dari tantangan yang dihadapi dalam penyediaan bahan ajar di sekolah-sekolah di 

Indonesia.  

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tawuran pelajar ini 

bisa dilakukan dengan cara semua lapisan masyarakat, termasuk orang tua, 

pendidik, pemerintah, dan polisi yang menangani pelaku tawuran pelajar, harus 

berpartisipasi dalam penanganan kasus tawuran. Dalam buku Prof. Awan Mutakin 

yang berjudul “Elemen Kebudayaan Indonesia”, ia menyatakan bahwa kerangka 

sosial yang stabil dan praktis perlu dipelihara dengan adanya pengelolaan melalui 

dua komponen sosial, yaitu sosialisasi dan kontrol sosial.
7
 

Polisi selalu berhubungan dengan masyarakat karena tugasnya menjaga 

ketertiban dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kekuatan kepolisian 

memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban 

masyarakat. Terdapat hubungan langsung antara kehadiran polisi dan tingkat 

kesadaran hukum, semakin terlihat dari aktifnya pihak kepolisian semakin tinggi 

pula kesadaran hukum dan ketertiban di masyarakat. 

Kondisi generasi muda saat ini cukup memprihatinkan.  Insiden 

kenakalan remaja, seperti perkelahian antar pelajar dan kejahatan yang melibatkan 

penganiayaan, hampir selalu diliput oleh media massa dan elektronik.  Selain 

teknik yang lebih konvensional seperti menggunakan kayu atau kekuatan fisik, 

perkelahian sekarang sering kali melibatkan senjata tajam yang berpotensi 

menimbulkan korban jiwa atau kerusakan parah.
8
 

Selama periode 15 bulan yang dimulai dari Januari 2023 hingga 17 Maret 

2024, Polrestabes Palembang telah berhasil mengungkap sebanyak 27 kasus 

                                                           
7
 Venisa Rahmawati, 2023 „Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama‟, pp. 53–54. 
8
 R.Lita Nur Elita, Deny Guntara, and Muhamad Abas, 2023„Upaya Penegakan Hukum 

Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah 

Hukum Kabupaten Karawang)‟, Unes Law Review, 6.1, pp. 2402–9 <https://review-

unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. 



7 

 

 
 

tawuran yang terjadi di wilayah Kota Palembang. Yang sangat memprihatinkan 

adalah sebagian besar pelaku tawuran tersebut merupakan anak-anak yang masih 

di bawah umur yaitu mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Dari total 263 

individu yang diamankan dalam berbagai insiden tersebut, sebanyak 196 orang di 

antaranya adalah anak-anak. Tingginya angka kasus tawuran di Kota Palembang 

dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan gadget yang 

berkaitan dengan aktivitas di media sosial, platform seperti instagram dan tiktok 

berperan penting dalam memicu perilaku tawuran ini yang sering kali dimulai dari 

interaksi ringan seperti bercanda dan saling ejek kemudian berkembang menjadi 

tantangan untuk berkelahi.  

Tabel I 

TAHUN TERSANGKA KETERANGAN KASUS 

2021 43 Luka ringan Pasal 351 (1) 

2022 56 Pengeroyokan Pasal 170 

2023 62 Cacat Pasal 351 (1), Pasal 170 (1) 

2024 75 Penganiayaan yang mengakibatkan 

kematian Pasal 351 (2) 

Sumber: Unit PPA Polrestabes Palembang 2024 

Keterangan tabel I bahwa di tahun 2021-2024 total sebanyak 236 tersangka yang 

semuanya merupakan anak yang melakukan tindak pidana.  

Di Polrestabes Palembang, beberapa kasus kejahatan yang melibatkan 

anak - anak saat ini telah menjadi masalah yang serius dan memiliki fenomena 
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nya tersendiri didalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-

anak sebagai pelaku kejahatan masih berada dalam tahap perkembangan yang 

labil, baik dari segi mental maupun emosional. 

Hak-hak anak pada dasarnya diatur oleh hukum. Hak-hak tersebut antara 

lain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan 

pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan dasar, hak untuk menjalankan 

agamanya, hak untuk bermain, berkreasi, berekspresi, beristirahat, bersosialisasi 

dan mendapatkan jaminan sosial.  UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang 

anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum.  Prinsip-prinsip hukum 

Konvensi Hak Anak, yang memprioritaskan sistem peradilan yang unik untuk 

anak di bawah umur yang terlibat dalam proses hukum, tercermin dalam undang-

undang ini.  

Anak dalam proses hukum saat diambil keterangan di kepolisian 

(penyidik) wajib dj damping oleh orang tua sebab secara umum anak didalam 

hukum keperdataan anak tersebut belum cakap, di dalam hukum acara pidana 

anak wajib didampingi oleh orang tua atau kuasa hukum. 

Menurut UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 17 ayat (1) tentang Perlindungan 

Anak, “dalam hal anak kehilangan kebebasannya, anak berhak mendapatkan 

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku.” Klausul ini membahas hak anak untuk mendapatkan 

bantuan hukum.  Lebih lanjut, “setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak 

untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama proses pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-

undang ini,” menurut UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 51 ayat (1) tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum selama 

proses peradilan ditekankan dalam kedua pasal tersebut. 
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Dengan adanya penasihat hukum diharapkan pemberian bantuan hukum 

kepada tersangka dapat dipastikan berjalan dengan proses hukum yang adil 

selama tahap penyidikan, terutama bagi mereka minim pengetahuan tentang 

hukum. Hal ini juga dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang kurang 

mampu secara finansial untuk membela diri dengan didampingi oleh advokat 

berpengalaman. 

 Penasihat hukum memiliki peran sangat penting dalam peradilan pidana 

terutama pada tahap penyidikan. Kolaborasi antara advokat dengan para aparat 

penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan pengadilan juga diperlukan demi 

tercapainya tujuan yang lebih besar, yaitu menghindari pengulangan kejahatan, 

merehabilitasi pelaku kejahatan dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam 

masyarakat. Menjadi salah satu bagian dari bantuan hukum, advokat memiliki 

peran untuk mendampingi dan membela masyarakat yang kurang mampu dalam 

ekonomi maupun pengetahuan tentang hukum, mereka sering kali menjadi korban 

penyiksaan, mendapatkan hukuman yang tidak adil dan di rendahkan.
9
 

Bantuan hukum termasuk bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM), pemerintah dan penasihat hukum wajib untuk merealisasikan hak asasi 

tersebut, terutama bagi tersangka dari kalangan miskin atau kurang mampu. Jika 

tidak dipenuhi, maka hak tersebut dinyatakan telah dilanggar. Oleh karena itu, 

proses hukum yang adil sangat penting, dan hal ini dapat dicapai melalui sistem 

hukum acara pidana nasional yang lebih memperhatikan hak asasi tersangka.  

Untuk mengawasi dan mencegah terjadinya anomali dalam prosedur penegakan 

hukum, bimbingan hukum sangat penting. 

Diversi merupakan suatu langkah pengalihan dalam sistem penyelesaian 

perkara anak untuk menuju restorative justice yang artinya bahwa anak di 

                                                           
9
 Kadek Widiantari, 2018„Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik 

Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja‟, Masalah-Masalah Hukum, 46.4, p. 299, 

doi:10.14710/mmh.46.4.2017.299-307. 
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kembalikan kepada orang tua yang sering kali memakan waktu lama dan bersifat 

kaku. Mediasi, dialog, atau musyawarah adalah elemen penting yang tak 

terpisahkan dalam proses diversi ini, bertujuan untuk mencapai keadilan 

restoratif.
10

 

Pelaksanaan diversi bertujuan untuk mencegah akibat yang merugikan, 

khususnya terhadap perkembangan dan kesehatan mental anak, yang akan timbul 

jika prosedur pidana ditangani oleh sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan  

pengalihan sangat penting karena meningkatkan perlindungan hak asasi manusia 

anak dan mencegah anak - anak yang taat hukum dicap sebagai anak nakal karena 

kejahatan yang diduga dilakukan oleh anak di bawah umur dapat ditangani tanpa 

melalui sistem hukum. 

Diharapkan bahwa dengan memberikan bantuan hukum selama tahap 

penyidikan, sistem hukum Indonesia akan mampu membela hak-hak tersangka, 

terutama mereka yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan dan lemah, 

dengan memulai pemeriksaan dengan bantuan hukum.  Bantuan hukum tidak 

hanya dipandang sebagai hak tersangka selama tahap penyidikan, tetapi juga 

sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama 

penyidik, sebelum memulai pemeriksaan.  Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

dapat terpengaruh secara fatal jika klausul ini dilanggar. Salah satu upaya untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum 

dan penyimpangan dalam penerapan prosedur hukum acara pidana adalah dengan 

memberikan perlindungan terhadap tersangka sejak awal tahap penyidikan.
11

 

Aparat penegak hukum sering kali membuat tersangka yang tidak 

memiliki keahlian hukum dan sumber daya keuangan yang rendah mendapatkan 

perlakuan yang tidak adil, seperti penyiksaan selama interogasi dan persidangan 

                                                           
10

 Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, 2020 „Diversi 

Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak‟, Journal of Lex Generalis (JLS), 1.5, pp. 18–

35. 
11

 Ade Wahyu Setyawan, 2022 „Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik 

Dengan Hukum‟, Jurnal Ilmu Hukum, 11.2, pp. 119–25. 



11 

 

 
 

yang merendahkan martabat dan hukuman.  Khususnya pada tahap penyidikan, 

prosedur pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar proses hukum yang adil 

sering terjadi.  Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang 

hak-hak tersangka atas bantuan hukum. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

Penelitian dan Penulisan Skripsi dengan judul  

“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAWURAN PELAJAR DI KOTA 

PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Implementasi Bantuan Hukum Kepada Anak yang Melakukan Tindak 

Pidana Tawuran Pelajar di Kota Palembang ? 

2. Kendala yang dihadapi dalam memberi bantuan hukum kepada anak yang 

terlibat pada tawuran pelajar ? 

C. Ruang Lingkup 

 Dalam skripsi ini adalah anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana 

tawuran pelajar di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Fokus utama diberikan 

pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan definisi anak 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Penelitian ini juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian 

bantuan hukum, termasuk penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH), petugas kepolisian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 
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Polrestabes Palembang, petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berperan 

dalam pendampingan anak. 

Implementasi bantuan hukum yang diberikan kepada anak-anak pelaku 

tawuran pelajar di Kota Palembang, khususnya dalam wilayah hukum Polrestabes 

Palembang. Aspek-aspek yang diteliti meliputi prosedur pemberian bantuan 

hukum, bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan, efektivitas bantuan hukum 

dalam melindungi hak-hak anak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

proses pemberian bantuan hukum. Penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip-

prinsip sistem peradilan pidana anak dan Restorative Justice dalam konteks 

pemberian bantuan hukum kepada anak pelaku tawuran pelajar di Kota 

Palembang. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penilitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Bantuan Hukum kepada 

anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Palembang” 

mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut. 

a. implementasi bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana 

tawuran pelajar di Kota Palembang. 

b. Kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum kepada anak 

yang terlibat pada tawuran pelajar. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memajukan pemahaman keilmuan 

mengenai isu-isu yang terkait dengan kepastian pemenuhan hak-hak anak yang 

terlibat dalam tindak pidana, yang diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum. 

Serta dapat dijadikan bahan refrensi dan memberikan pengetahuan tambahan 

kepada masyarakat maupun penegak hukum. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan 

antara definisi-definisi konsep dan istilah-istilah khusus yang akan diteliti. 

Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran 

yang berkaitan dengan judul skripsi. 

Untuk memahami dan memperjelas bahasan serta kandungan judul 

skripsi ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan serta 

pengertian kata, yakni sebagai berikut:  

1. Implementasi Bantuan hukum adalah pelaksanaan norma hukum dalam suatu 

kasus, tindakan, atau putusan. Implementasi hukum juga dapat diartikan 

sebagai penerapan hukum dari law in book ke law in action dan Implementasi 

hukum juga merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk 

menyampaikan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat agar kebijakan 

tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan.
12
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 Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
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2. Bantuan hukum untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah 

pendampingan oleh penasehat hukum selama proses pemeriksaan hukum, 

mulai dari penangkapan hingga pengadilan. Bantuan hukum ini bertujuan 

agar proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan hukum dan tidak ada 

intimidasi atau kesewenangan terhadap anak.
13

 

3. Anak adalah suatu individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, 

mental, sosial, dan emosional yang masih dalam proses pembentukan, 

biasanya berada dalam rentang usia dari kelahiran hingga usia remaja awal 

(sekitar 18 tahun, tergantung pada konteks hukum atau budaya setempat).
14

 

4. Anak yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak yang terlibat dalam 

perbuatan yang melanggar hukum dan dihadapkan pada proses hukum. 

Dalam konteks ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa mencakup 

berbagai jenis kejahatan, baik itu kejahatan ringan maupun berat.
15

 

5. Tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku kekerasan yang sering terjadi 

di kalangan remaja, baik di lingkungan sekolah, komunitas, atau antar 

kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini tawuran dipahami sebagai perilaku 
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 Andi Hesti, M Kamal Hidjaz, and Hardianto Djanggih, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian,” Journal of Lex Theory (JLT) 5, no. 1 

(2024): 1–17. 
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antisosial yang muncul sebagai hasil interaksi antar individu atau kelompok 

yang tidak terkontrol, yang berujung pada konflik fisik.
16

 

6. Pelajar adalah individu yang secara aktif berpartisipasi dalam proses 

pendidikan, baik di tingkat formal (sekolah) maupun informal, untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, pelajar 

sering kali diasosiasikan dengan anak muda yang sedang bersekolah atau 

kuliah, yang berusaha mengembangkan potensi diri untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan karier di masa depan.
17

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 
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yang melatarbelakangi 

terjadinya tawuran antar 

remaja di Kecamatan 

Kertapati Palembang 

selama bulan suci 

Ramadhan. 

2. Membahas apa makna 

tawuran di bulan suci 

Ramadan bagi remaja di 

Kecamatan Kertapati 

Palembang. 

 

G. Metode Penilitian 

Sesuai dengan judul, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini mengandalkan 
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data primer yang dilengkapi dengan data sekunder untuk memperjelas informasi 

yang ada. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam kategori 

Normatif-Empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan proses bantuan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak 

pidana tawuran pelajar di wilayah Kota Palembang. 

2. Jenis Data 

Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder, yang mencakup informasi yang diperoleh 

secara langsung di lapangan oleh peneliti dari individu atau pihak terkait. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:  

a. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan mengkaji 

bahan hukum primer, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat, 

seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah, dan semua ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, mencakup 

pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

masalah skripsi ini. Selain itu, terdapat bahan hukum tersier yang 

menjelaskan kedua jenis bahan hukum sebelumnya, seperti kamus, 

ensiklopedia, dan sumber lainnya. 

b. Penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk mengumpulkan data 

primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu Polrestabes 
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Palembang di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 

4. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul, data tersebut akan diolah untuk memperoleh 

informasi yang terbaik. Penulis juga melakukan proses editing, di mana data yang 

diperoleh diperiksa dan diteliti kembali untuk memastikan kejelasan dan 

kebenarannya, sehingga tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam data. 

H. Sistematika Penulisan  

Berdasarkan dari buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PEMBAHASAN 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Yang menguraikan tentang tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai 

pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana tawuran, tindak 

pidana tawuran yang dilakukan oleh anak, pengertian anak, anak yang 

berkonflik dengan hukum, faktor penyebab kenakalan anak, sejarah 

bantuan hukum di indonesia, kebijakan hukum pidana dalam 

perlindungan anak, pengertian bantuan hukum terhadap anak dan sistem 

peradilan pidana anak. 
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BAB III PEMBAHASAN 

Yang menjelaskan hasil penelitian dengan fokus pada penguraian dan 

analisis rumusan masalah yang diteliti mengenai bagaimana 

implementasi bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak 

pidana tawuran pelajar di Kota Palembang dan hambatan dalam 

pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

tawuran pelajar dan upaya mengatasi hambatan tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian penutup ini merupakan kesimpulan dari pembahasan skripsi, 

yang mencakup ringkasan temuan dan saran-saran. 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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Polrestabes Palembang AIPTU Ridwan Wahyudi, diwawancarai oleh Reihan 

Alghifari. Pada Senin 16 Desember 2024, pukul 13.20 WIB. 

Pelaku Tindak Pidana Tawuran “IS”, diwawancarai oleh Reihan 

Alghifari. Pada Senin 23 Desember 2024, pukul 11.26 WIB. 

Wawancara dengan Asnawi Usman, S.H.,M.Si. Petugas Balai 

Pemasyarkatan Kelas I Palembang, Senin 10 Februari 2025, pukul 13.32 WIB. 

Wawancara dengan Mario Alfiendo, S.E Petugas Balai Pemasyarakatan  

Kelas I Palembang, Senin 10 Februari 2025, pukul 13.32 WIB. 

 


